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MOTTO

“Dan apabila ia bevpaling (dari kamu), ia berjalan di
bumi untuk mengadakan Rerusakan padanya, dan
merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan

Allah tidak menyukai kebinasaan” (Q.S. Al Baqarah :

205)

“Lingkunganmu adalah pembentuk karakter
terbaikmu, maka lindungilah lingkunganmu dan

manfaatkan sebaik- baiknya.”

“Mengikhlaskan memang berat, tetapi menyesali hal
yang telah pergi sudah tidak ada gunanya lagi.

Semangat dan bersyukur atas apa yang datang.”
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